
78 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan umum, bahwa Satuan 

Polisi Pamong Praja Kecamatan Jatinegara Dalam Pengendalian Dan Penertiban 

Pedagang Kaki Lima telah efektif. Hal itu ditinjukkan dari penurunan tinngkat 

pelanggaran PKL terhadap Perda dan Pergub. Adapun kesimpulan terperinci untuk 

masing-masing aspek, dapat dikemukakan sebagai berikut.   

1. Aspek Pemantauan 

Selama bulan April, Mei, dan Juni, hasil Pemantauan menunjukkan terdapat: 77, 

153, dan 109 pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pematauan 

yang dilakukan mulai bulan April sampai bulan Mei mengalami peningkatan 

pelanggaran, dan pada bulan Juni pemantauan terhadap pelanggaran mengalami 

penurunan tingkat pelanggaran PKL di wilayah Kecamatan Jatinegara. 

2. Aspek Pemeliharaan 

Selama bulan April, Mei, dan Juni, hasil Pemeliharaan menunjukkan terdapat: 9, 

59, dan 58 pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek pemeliharaan 

yang dilakukan mulai bulan April sampai dengan bulan Mei mengalami 

peningkatan pelanggaran, dan di bulan Juni pemantauan yang dilaksanakan 

mengalami penurunan tingkat pelanggaran PKL di wilayah Kecamatan 

Jatinegara 

3. Aspek Operasi Penertiban dan Penegakan 

Selama bulan April, Mei, dan Juni, hasil Operasi Penertiban dan Penegakan 

menunjukkan terdapat: 33, 10, dan 0 pelanggaran, sehingga dapat disimpulkan, 

bahwa operasi penertiban dan penegakan yang dilaksanakan di wilayah 

Kecamatan Jatinegara mulai bulan April sampai Mei mengalami peningkatan 

pelanggaran dan di bulan Juni mengalami penurunan tingkat operasi penertiban 

dan penegakan PKL di wilayah Kecamatan Jatinegara.  
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dalam rangka meningkatkan 

efektivitas pelaksanaan aspek-aspek: Pemantauan, Pemeliharaan, serta Operasi 

Penertiban dan Penegakan terhadap situasi ketenteraman masyarakat, ketertiban 

umum dan ketaatan terhadap Perda dan Pergub oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kecamatan Jatinegara dalam rangka Pengendalian Dan Penertiban Pedagang Kaki 

Lima di wilayah Kecamata Jatinegara, dapat disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut..  

1. Aspek Pemantauan 

a. Selain hanya mengedepankan penegakan hukum, Satpol PP Kecamatan 

Jatinegara juga harus dapat memberikan prioritas pendidikan dan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai aturan-aturan dalam Perda dan Pergub, 

Khususnya Perda Dki Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 Tentang ketertiban 

umum di wilayah Kecamatan Jatinegara. Ini dapat membantu masyarakat 

lebih sadar akan tanggung jawab mereka terhadap ketertiban umum dan lebih 

memahami peraturan-peraturan yang berlaku di wilayah Kecamatan 

Jatinegara. 

b. Berupaya membangun hubungan yang lebih baik antara Satpol PP Kecamatan 

Jatinegara dan pedagang kaki lima serta masyarakat sekitarnya. Hal ini dapat 

membantu dalam komunikasi yang lebih efektif dan mencegah konflik yang 

tidak perlu terjadi. 

c. Memastikan penegakan hukum yang diterapakan proporsional terhadap 

pelanggaran yang terjadi. Mengupayakan tindakan persuasif sebelum 

mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur, terutama dalam 

kasus-kasus yang tidak mengancam keamanan dan ketertiban umum. 

d. Koordinasi yang erat dengan pemerintah daerah sangat penting untuk 

memastikan konsistensi dan pemahaman yang sama terhadap pelaksanaan 

Perda dan Pergub, Khususnya Perda Dki Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 

Tentang ketertiban umum di berbagai tingkatan di wilayah Dki Jakarta. 
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2. Aspek Pemeliharaan 

a. Satpol PP Kecamatan Jatinegara dapat menjalin kerjasama dengan lembaga 

lain, seperti pihak keamanan, pemerintah daerah dan organisasi pedagang 

kaki lima, untuk menghadapi permasalahan ketertiban umum secara bersama-

sama. Ini dapat memperluas cakupan tindakan dan meningkatkan hasil yang 

lebih berkelanjutan. 

b. Selain penegakan hukum yang tegas, mempertimbangkan juga penanganan 

alternatif terhadap pedagang kaki lima. Misalnya, membantu mereka dalam 

bertransisi ke tempat yang lebih sesuai atau memberikan pelatihan untuk 

membantu mereka meningkatkan kualitas usahanya. 

c. Memastikan adanya laporan yang transparan tentang tindakan yang diambil 

oleh Satpol PP Kecamatan Jatinegara, termasuk hasil penegakan hukum dan 

upaya-upaya lainnya. Ini akan membangun kepercayaan masyarakat. 

3. Aspek Operasi Penertiban dan Penegakan 

a. Sebelum melaksanakan operasi penertiban dan penegakan, penting untuk 

memiliki perencanaan yang matang. Contoh identifikasi sasaran operasi, 

alasan penegakan, dan tindakan yang akan diambil jelas dan terperinci. 

b. Saat melaksanakan operasi, menggunakan pendekatan yang humanis dan 

menghormati hak asasi manusia. Menyampaikan niat baik dalam upaya 

penegakan hukum dan memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak 

melanggar hak-hak masyarakat. 

c. Sebelum melaksanakan operasi, koordinasikan dengan pihak terkait seperti 

pemerintah daerah, organisasi pedagang kaki lima dan lembaga lainya. Ini 

akan membantu menghindari konflik dan meningkatkan kesuksesan operasi, 

penertiban dan penegakan pelanggaran ketenteraman masyarakat, ketertiban 

umum dan ketaatan terhadap Perda dan Pergub di wilayah Kecamatan 

Jatinegara. 

Sebelum mengambil tindakan penegakan, memberikan kesempatan kepada 

pelanggar untuk lebih memahami aturan dan konsekuensi dari tindakan 
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mereka. Edukasi dan kesadaran dapat membantu mengurangi pelanggaran 

yang tidak disengaja. 
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